EVAANS

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR o8 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENDAMPING
DESA/KELURAHAN, KOORDINATOR, ANALISIS KEUANGAN UED/K-SP,
SPESIALIS DATA DAN STAF ADMINISTRASI PADA PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program
peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan serta
penyelesaian permasalahan secara teknis pelaksanaan
tugas dan fungsi pendamping desa/kelurahan dan
koordinator, analisis keuangan UED/K-SP dan staf
administrasi kabupaten di Kabupeten Bengkalis, maka
dipandang perlu pedoman tata cara pelaksanaan tugas;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Fungsi Pendamping Desa/Kelurahan, Team
Advisor, Koordinator, Analisis Keuangan UED/K-SP,
Spesialis Data dan Staf Administrasi pada Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);




.~ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan ~ Peraturan = Perundang-undangan
. ~(Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011
~ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk =
Indonesia Nomor 5234) s :

Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
~ Nomor 07, Tambahan. Lembaran Negara Repubhk
. Indonesia Nomor 5495), : ' :

" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
~Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
" Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4503); ‘

. Peraturan Pemermta_h Nomor 55 Tahun_,2005 tentang
. Dana = Perimbangan- (Lembaran = Negara - Republik
* Indonesia Tahun 2005 Nomor 137), ’ -

. :Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang ,
. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran | Negara ’
. Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);

Peraturan: Pemermtah ‘Nomor 58 Tahun 2005 tentang
~ Pengelolaan.  Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

- . Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 4578);.
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

- Desa (Lembaran . Negara Republik - Indonesia ~Tahun

2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
- Repubhk Indones1a Nomor 4587) ' SR : :

“;11£

Peraturan Pemerlntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang' ¢

S Kelurahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
‘Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara

: " Republik Indonesia Nomor 4588), e

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

' Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

' Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun. 2005 Nomor 165, " ‘Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Nomor 4593); -
: 13. Peraturan Pemerintah Nofnbr -8 Tahun' 2006 tentang
: 'Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk»

o , Indonema Nomor 4614)

; 14 ‘ Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

: ‘Pembaglan Urusan- Pemerlntahan antara Pemerintah,

" Pemerintahan - Daerah Prov1n31 ‘dan ‘Pemerintahan

... Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
- Negara Repubhk Indone31a Nomor 4737)




Keuangan Daerah

£ Penyampalannya

{“"'Indones1a Tahun 2009 Nomor 03), e

MEMUTUSKAN

Menctapkan

f‘BENGKALIS

,ZKETENTUAN UMUM

o . Kabupaten adalah Kabupaten Bengkahs

":‘_’fdaerah

, kf‘*;:yBupatl adalah Bupat1 Bengkahs ’
o '},“‘Kabupaten Bengkahs

o '~w11ayah Desa / Kelurahan

- _;fjﬂPeraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
. tentang Pedoman ‘Pengelolaan ‘Keuangan Daerah, =
sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan Menteri =~
- Dalam ' Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 3
j!Perubahan Kedua atas Peraturan Menterl Dalam Negeri = =
. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan S

‘:'.f{fPeraturan Menterl Dalarn Negen Nomor 55 Tahun 2008 5
_ tentang Tata Cara’ Penatausahaan dan Penyusunan; R s e
S Laporan Pertanggung]awaban Bendahara i sertaf e

'.’Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nornor 07

“Tahun 2008 _tentang  Penyelenggaraan - Urusan,‘fi'ﬁ;i
Pemerlntahan Daerah Kabupaten Bengkahs (Lembarank[ S
- “Negara Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomor 07); =

; ik-‘lgPeraturan Daerah KabUPaten Bengkahs Nomor 03
- Tahun - 2009 tentang " 'Pokok-Pokok - Pengelolaan o O
,{Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ1k',‘.f"‘:f;,

ture ; ki‘i:ﬁpatl 1n1 yang dlmaksud dengan et

i;;’f'j:fv.-Pemerlntah Daerah adalah ‘Bupati dan perangkat‘ i
-~ daerah sebagal unsur penyelenggara pemenntahan",_“iy;; G

Sekretariat - Daerah adalah Sekretanat Daerah

.",,‘_ygﬂCamat ‘adalah Kepala Kecamatan yang mernbawahl,::'_f”ff\ff;.;;""' ;:~/:

{PERATURAN BUPATI BENGKALIS ’I‘ENTANG TATA CARA i
PELAKSANAAN  TUGAS ~ DAN FUNGSI 'PENDAMPING
DESA/KELURAHAN, TEAM | _ADVISOR,  KOORDINATOR,
ANALISIS  KEUANGAN UED/K-SP, 'SPESIALIS DATA DAN
'STAF ADMINISTRASI 'PADA PROGRAM  PENINGKATAN =~

?KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 'KABUPATEN




Pemerlntahan Desa ~adalah penyelenggaraan urusan;__iﬁjf‘;'jf;
: ‘pemerlntahan “oleh - pemerlntah desa’ dan Badan ’

‘ Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus . .
‘:f"kepentlngan masyarakat setempat berdasarkan asal-

~~ usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

. dihormati dalam sistemn Pemermtahan Negara Repubhk :
:gk;_,Indones1a ‘- A IR AR R ; s
R Pernerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat'i B
Desa sebagal unsur penyelenggara Pemermtahan Desa '
. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
- disingkat BPD . adalah lembaga yang merupakan ©
5 pe_rwujudan_ demokra81 ‘dalam = penyelenggaraan
 pemerintahan  desa _sebagal gunsur penyelenggara”

- pemerintahan desa. L et R -
Pendamplng Desa adalah orang yang telah dlselekm dan

‘ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunya1 5 :
© . tugas untuk: memfa51hta31 menjalankan program sesuai -

ft ‘dengan petunjuk teknis. Yang terdiri- dari Pendampmg

Desa - Ekonomi selanjutnya d1s1ngkat PDE ~dan -

~v - Pendamping Desa - Pembangunan yang selanjutnya:f"’
. disingkat PDP. SR

Team Advzsor adalah mereka yang telah dlseleks1 dan G
' 1*E:x'dltetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyal";'

tugas untuk memfasilitasi menjalankan program sesuai
~ .dengan petunjuk teknis dan ketentuan 1a1nnya terdmg :

“dari. Ketua dan 2 orang ‘anggota.

Koordlnator Kabupaten adalah mereka yang “telah’
i dlselek31 dan dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 dan -
diberikan tugas untuk = memfasilitasi ‘menjalankan

.- program sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan . -
lainnya, terdiri -dari" Koordinator Kabupaten ‘Bidang
 Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya’ d1smgkat‘ ‘

; Korkab Ekonom1 dan Korkab Bldang Pembangunan

il 12 Koordmator Kecamatan adalah mereka yang telah

.- diseleksi dan d1tetapkan dengan Keputusan Bupati dan
L d1ber1kan tugas ‘untuk - memfasilitasi - menjalankan

- program sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan =
. lainnya, terdiri. dari Koordinator - Kecamatan Bidang
 Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya d1s1ngkatf'
[ 'Korcam Ekonom1 dan Korcam Pembangunan ' :

14

ijna11s1s Keuangan UED / K-SP adalah mereka yang telah L

. diseleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
, o ,dlberlkan tugas ~untuk memfasilitas © menjalankan S
© program’ sesua1 dengan petun_]uk teknls dan ketentuan O
- lainnya. = ; L - B
-Spes1a11s Data ya1tu mereka yang telah dlseleks1 dan . -

v 'dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 ‘dan d1ber1kan
- tugas untuk memfasilitasi perjalanan program sesuai =

NI dengan Petunjuk Teknls dan ketentuan 1a1nnya i




15,

Staf Admlnlstra31 adalah mereka yang d1angkat untuk -

» ':j‘membantu Koordinator Kabupaten dalam ‘penyusanan
TR A&I‘Slp dan adm1n1stra81 S "
S 16.7 ,'V‘Program ' Penmgkatan ‘ Keberdayaan ' Masyarakat o

. Perdesaan yang selanjutnya disingkat PPKMP adalah

program - yang- = bertujuan untuk  mempercepat

'jpenanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan

- iﬂ,‘t)masyarakat penyediaan Dana Usaha Desa dan.
© - penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam -

< k_Pembangunan desa secara partlslpatlf

17 Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis adalah Pedoman

-yang- mengatur secara umum dan secara teknis tentang

‘Penyelenggaraan Program: Pemberdayaan Masyarakat di
- Kabupaten Bengkalis. : :

18

“Ketua Pelaksana T1m Koordinasi - Pembinaan‘ dan
‘Pengendalian  PPKMP adalah Kepala - Badan

- Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

19,

Kabupaten Bengkahs yang- bertanggung jawab kepada

;Bupatl Bengkahs

Dana. Usaha Desa adalah dana yang dlsedlakan '
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam APBD melalui

. Bank Kepn Riau dan BRI untuk Desa/Kelurahan,

~.dalam - rangka ‘pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, yang bertujuan

B ‘untuk mendorong ¢ kegiatan  perekonomian,

memngkatkan keglatan : berusaha masyarakat

'berpenghasﬂan rendah, menghindarkan masyarakat

dari praktek ijon, mendorong usaha  sektor informal

- -untuk penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan

S 5.210.“

oo
© . orang-orang yang berhak menandatangani penyaluran‘

" peranan’ masyarakat - dalam pengelolaan dana, serta
~ meningkatkan keblasaan gotong royong dan gemar

menabung secara tertib bagi masyarakat

,Instruk31 Bupati Program Penguatan Infrastruktur

Pedesaan ‘yang = selanjutnya disingkat INBUP-PPIP

‘adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari

" Bupati kepada bawahan untuk pelaksanaan keglatann

- dalam rangka percepatan penyediaan -
210
- yang dibuka oleh Desa/Kelurahan pada Bank Riau
Kepri cabang/ unit dan BRI cabang/unit yang ditunjuk

Rekening ‘Dana Usaha Desa (DUD) adalah rekemng

untuk menerima Dana Usaha Desa dari Pemermtah
Kabupaten Bengkahs : :

Pemegang Otoritas Rekenmg Dana Usaha Desa adalah

- Dana Usaha Desa, dari rekening Dana Usaha Desa ke

rekening  UED/K- SP, yang = terdiri dari Kepala

- Desa/ Lurah, Ketua LPM/ LKMD, dan Wakil Perempuan -
- yang  dipilih melalui- Musyawarah Desa/Kelurahan, -

d1tetapkan dengan Keputusan Desa dan dlsahkan oleh
Bupat1 : : ‘



et .23, Pengawas Umum Dana Usaha Desa adalah Ketua' ,

0 “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) d1t1ngkat desa dan

~satu orang yang d1p111h ‘melalui masyarakat kelurahan -

- ditingkat - kelurahan yang d1tetapkan .oleh Kepala“ :
S ;iDesa/Lurah ._

S d1s1ngkat UED/ K-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro -
S (LKM) "yang dibentuk ‘oleh Desa/Kelurahan melalui
,Vmusyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan",
.=+ dana yang" berasal dar1 keglatan ' 31mpan plnjam ‘
- masyarakat.. S o L

_Y.]Rekemng UED/ K adalah rekenlng yang dlbuka oleh
- pengelola: UED/K pada Bank Riau Kepri cabang/unit
. dan bank BRI yang dltunJuk untuk menampung dana
~ pinjaman- yang disalurkan dari rekemng desa serta
° . menampung. pengembahan dana : plnjaman darlv’_ :
masyarakat » TOTIRRNG N e e

”,Rekenlng Slmpan Plnjam (SP) adalah rekemng yang‘;'
.. 'secara’ khusus untuk - menampung dan menyalurkan
-~ dana  kegiatan 31mpan plnjam i masyarakat '
o "Desa/Kelurahan Sl ST .

27 Pemanfaatan Dana Usaha Desa/ Kelurahan adalahkl.».‘

.~ Desa dan memenuh1 persyaratan sesua1 petunjuk
‘ “t-(‘teknls : ~ : ' ' |

28 Rekenlng Induk adalah Rekemng Ger yang dlbuka oleh' -
. Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan di Bank Riau
e .‘Keprl untuk menampung Dana Usaha Desa dari Kas »;
. Daerah, untuk’ selanjutnya d1salurkan ke Rekening

S yang d1tetapkan

291.95Desa adalah Kesatuan ~ masyarakat hukum yang- :

24. Usaha I Ekonom1 Desa/ Kelurahan Slmpan Plnjam yang

_anggota masyarakat yang memanfaatkan Dana Usaha -

~ Dana Usaha Desa ~sesuai dengan loka51 dan alokasi»,_*f':

~~memiliki . batas -batas w11ayah yang berwenang untuk - :

o ‘1~.;,mengatur ‘dan ‘mengurus kepentingan masyarakat

1‘Pemer1ntahan Negara Kesatuan Repubhk Indones1a

*30. Kelurahan “adalah Wllayah Kerja - Lurah sebagal‘ -
. - Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam w11ayah,
kerja Kecamatan e . i .

i ekonoml ‘yang dlusahakan : oleh masyarakatﬂ"i
_‘,.~Desa/Kelurahan - dan untuk masyarakat__
= Desa/ Kelurahan ‘baik secara perorangan atau secara
| f""v'?’:-ikelompok , o E : SRR
R fj;éZ‘.fKeputusan Desa adalah kebljaksanaan yang telah> °

°/dimufakatkan dengan Badan- Perwakllan Desa: serta
telah mendapatkan pengesahan dari Bupatl ' o

- setempat, berdasarkan ‘asal usul dan adat - istiadat N
~'setempat ‘yang diakui ‘dan’ d1horrnat1 dalam 81stem -

Usaha Perekonomlan Desa/Kelurahan adalah semua,{

- ditetapkan' oleh Kepala: Desa setelah’ dlmusyawarahkanf e




Keputusan Kepala Desa adalah kebuaksanaan yang
“merupakan . pelaksanaan dari Keputusan ‘Desa yang

S menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa
- sepanjang . tidak = bertentangan ‘dengan kepentingan -

= 34 |

-umum maupun peraturan perundang undangan yang -
'berlaku - = . : . o

Usaha Ekonom1 ‘ Desa/Kelurahan "Slmpan “Pinjam

- (UED/ K- SP) ‘adalah suatu lembaga . yang ' bergerak

35

dibidang simpan  pinjam  dan =merupakan milik
~masyarakat Desa/Kelurahan yang d1usahakan serta

dikelola oleh masyarakat Desa/ Kelurahan

Pengelola UED/ K-SP adalah warga masyarakat yang |

- dipilih melalui hasil Musyawarah Desa dan ditetapkan -
= dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari 4 (empat) -
. orang yaitu Ketua, Kasir dan Tata Usaha, staf analisa

36,

Kredit yang tugasnya mengelola kegiatan UED /K-SP. :
Pengembangan UED/K-SP adalah suatu - upaya ‘

- meningkatkan" permodalan dan menambah _]umlahV
modal UED/K- SP e P :

37,

Modal KerJa UED/K—SP adalah modal usaha untukv

 kegiatan bagi -anggota ‘dalam = rangka menumbuh

kembangkan . usaha-usaha - ekonomi produktlf

o dipedesaan dan kelurahan yang ‘dananya bersumber -

38,

dari APBD Kabupaten Bengkalis, masyarakat, lembaga - :
perbankan dan sumber-sumber lain yang sah. dan tldak

‘mengikat.

Slmpanan pokok adalah Slmpanan yang dlwajlbkan
kepada setiap anggota pada saat akan menjadi anggota.

Biaya operasmnal UED/K -SP adalah ‘biaya yang -

- dibutuhkan oleh UED/K-SP seperti pengadaan alat-alat
' tulis® kantor, transporta31 ‘pengelola, blaya keperluan}~

" kantor lainnya secara bertahap

0.

Kegiatan Fisik -adalah suatu pekerjaan infrastruktur 4‘
Desa/Kelurahan seperti pembangunan dan rehabilitasi

' sarana dan prasarana Desa/Kelurahan, mlsalnya jalan -
o Desa/ Kelurahan, jembatan Desa/Kelurahan, gorong-

~ gorong, pasar ‘desa, dll. Tidak termasuk dalam kegiatan = -
- fisik - yaitu pengadaan ~sarana kantor (meubeler) ;
i penggandaan alat tuhs kantor dan hal hal yang sejenis .

| 'dengan itu.

a1,

4.

- dalam' bentuk upaya yang berisi satu -atau leblhf
’keglatan dengan. menggunakan sumber daya yangf
- disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesual

‘Rencana Kerja dan Anggaran Desa yang selanjutnya k'
P ~dls1ngkat RKA Desa adalah’ Dokumen perencanaan dan
' _.‘penganggaran ‘yang berisi - rencana pendapatan,

rencana belanja kegiatan' dan_ desa serta rencana
pemblayaan sebagal dasar penyusunan APBDesa Y

Program adalah penJabaran kebgakan Desa/ Kelurahan,

- dengan misi Desa/ Kelurahan



. 48. Kegiatan = adalah “bagian  dari  program yang
- dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan sebagai bagian dari -
. pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan e
- terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber =
~daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
-atau- kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
_-sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
~ menghasilkan - keluaran  (output) dalam - bentuk
* barang/jasa. - G i R .
~ 44. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang
~ selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa
. (RKPDesa) adalah hasil ‘musyawarah masyarakat desa
- tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
--untuk periode 1 (satu) tahun. o

- 45. Rencana Pembangunan  Jangka Menen‘gah‘Des_a yang

- selanjutnya - disingkat RPJMDes adalah Dokumen

- Perencanaan Desa untuk periode 5 (lima) tahun. -

- 46. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana perimbangan

.~ keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten untuk Desa - sebagai salah satu sumber

Pembiayaan = Program Pemerintahan Desa “dalam

~~melaksanakan Kegiatan Pemerintahan = dan
' Pemberdayaan Masyarakat. {8 B SR

47. Anggaran ' Pendapatan Belanja ‘Desa, = selanjutnya

- disingkat APBDeszadalah rencana keuangan tahunan

~pemerintahan Desa yang dibahas dan = disetujui

- bersama pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

. BABI SRR
* AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

,Pa:sal 2 .

(1) Keuangan " Desa dikelola berdasarkan - azas-azas
 transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. e

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat
(1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni
. mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

;;'Pésa»l 3

(1) Petugas Pendamping Desa/Kelurahan, Team Advisor

~ Koordinator Pendamping  Desa, Analisis “Keuangan

- UED/K-SP, Spesialis Data dan “Staf ~ Administrasi

_Kabupaten diberikan bantuan tunjangan penghasilan
‘beban kerja. R T T




@

Bantuan ‘tunjangan penghasﬂan beban  kerja
sebagalmana tersebut pada ayat (1) dibayarkan selama

12" bulan mulai dari Januari sampa1 dengan Desember

e tahun yang bersangkutan

@

Besar bantuan tun_]angan penghasﬂan beban ker_]a’

;‘;sebagalmana tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

. a;‘;Team Adv1sor Rp. 5. OOO .000,- perbulan ,
i b Koordlnator Kabupaten Rp. 5. OOO OOO perbulan ~
 c. Analisis Keuangan UED/K—SP ‘ Rp 3.500.000,- .

L Hperbulan

d ~ Spesialis Data Rp. 3. 500 OOO ‘perbulan

e.. Koordlnator Kecamatan ‘Rp. 4 000. 000,- perbulan
I Pendamplng Desa/Kelurahan i ‘Rp. 3 500 OOO -

~perbulan

fgf‘ IStaf Admu‘ustram Rp 1. .500. OOO perbulan

- Besarnya honorar1um T1rn Pengarah ‘dan Tim Pelaksana
»Kabupaten d1atur 1eb1h lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1)

Pasal 4

Pelaporan pelaksanaan program menglkutl prosedur yang" |
ada, dilakukan dengan cepat dan ‘tepat minimal harus.

rnenglnforma81kan hal- hal sebaga1 berlkut

an .-,Per31apan pelaksanaan dan peran serta masyarakat

b . Perkembangan penggunaan dana, dar1 berbagal Jems.

- kegiatan yang terinci dalam komponen dan’ kategorlv

- serta-sumber pemblayaan prograrn ;

e c : :,perkembangan pelaksanaan keglatan dan keuangan.

'*‘f_d.fffPermasalahan permasalahan yang  dihadapi dan

langkah-langkah yang akan dlternpuh

'Pelaporan merupakan proses penyaluran 1nforma31 dari
. satu jenjang kepada JenJang dlatasnya informasi-akan- -

berguna apabila::

;a “Sesuai dengan. kebutuhan (terkalt dengan tugas dan

@

tanggung]awab penerlma Laporan)

f b. Tepat waktu Akurat berasal dar1 sumber yang tepat

Pelaporan- = UED/K-SP Ketua Pengelola UED/K-SP
- melaporkan perkembangan: pelaksanaan kegiatan dan

i keuangan kepada Kepala - Desa/ Kelurahan -dengan

tembusan  kepada Pendampmg Desa, setiap bulannya .~ ‘
.. disampaikan pada akhir bulan berjalan Laporan
T _bulanan UED/K-SP mehput1 ‘ : s

a. Laporan keuangan lengkap. -

b Laporan perkembangan plnjaman dan pengembahan



ot e A

10

c Laporan permasalahan yang d1hadap1 dan langkah

. penanganan.
.Copy rekenlng / :
Jumlah dan Jenls usaha serta besarnya pinjaman.

Jumlah kelompok dan anggota pemanfaat

V-Rencana ker_]a dan reahsa81 keglatan UED /K.

“h. Perkembangan keglatan 31mpan plnjam anggota

@
" “bersama. = anggota . melaporkan - perkembangan -
’pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala

Pelaporan program INBUP-PPIP melalui  ketua OMS

~Desa/Kelurahan dengan tembusan kepada Pendamping .
Desa, setiap bulannya disampaikan pada akhir bulan

V‘ber_]alan Laporan bulanan INBUP-PPIP mehputl

Cooan Laporan progress reahsa31 di lapangan

| (5)

b : Laporan rekap 1nfrastruktur terbangun

e c Laporan permasalahan yang d1hadap1 dan langkah‘

penanganan

‘ d Laporan rekap1tu1as1 keglatan d1 tlngkat desa
| e _Rencana kerja dan realisasi keglatan :

;Pembmaan, Lpe,ngawasan - dan pengendahan atas -
- pengelolaan Alokasi’ Dana Desa ~ dan  APBDesa

,' - dilaksanakan oleh Kepala Desa, PPTK Pendampmg Desa,
Pelaksana - Keglatan Fisik, -Penanggung  Jawab

B

@

Administrasi ‘Keuangan, Koordlnator Kecamatan dan '
Koordmator Kabupaten : : :

.Aloka31 Dana Desa (ADD) yang merupakan danag
'_‘perlmbangan ‘dari’ pemerintahan Kabupaten kepada =

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan

jpenyelenggaraan pe'rnerin_tahan dan'i_'fpembérdayaan ‘

masyarakat

~Alokasi Dana- Desa berasal ‘dari APBD yang bersumber‘
~dari - baglan dana perlmbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa pahng ‘

*‘Sedlklt 10% (sepuluh persen)

o Pasal 5

dPemantauan adalah keglatan pengumpulan 1nformas1
‘yang dilakukan secara periodik untuk memastikan

apakah suatu- keglatan sudah dilaksanakan sesuai

\-bdengan : rencana Pemantauan adalah proses yang
dilakukan secara terus- menerus, kontmyu sepanjang
' ':perlode prograrn : N L :

~Pelaku pemantauan dapat dllakukan oleh semua p1hak,
kterutama oleh pelaku pelaku program :

a. Aparat Pemerlntah pada berbagal tlngkatan (Tim

 Koordinasi  Pembinaan dan Pengendahan/
Kabupaten Camat Kades / Lurah)
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HAnggota DPRD Kabupaten
:'f'BPM PD. - i
-'_jKoordlnator Kabupaten o
BPD.

8 Masyarakat Desa / Kelurahan

® e a0

. [Lembaga yang d1tugaskan khusus untuk melakukan
f,pernantauan Eiey ‘ .

S h Oleh p1hak 1a1n yang mempunya1 kepentlngan L

Pasal 6 s

'-Keglatan evalua31 dlmaksudkan untuk mengukur seJauh :
~ mana perkembangan / kemajuan yang telah dlcapal dalam .
- pelaksanaan  program - selama - perlode tertentu. Evaluasi

- . dapat dilakukan secara par31al atau secara menyeluruh,
~...seluruh aspek pelaksanaan PPKMP yang memuat data serta
ex “v}anahsa yang: menyeluruh sistematis serta Objektlf untuk

B mengukur tingkat- ‘keberhasilan PPKMP ‘sebagai sebuah

i - program unggulan dalam mendukung upaya menanggulangi o

- masalah " kemiskinan, dan ketertlnggalan 1nfrastruktur di

o o Kabupaten Bengkalls :

PENGHARGAAN DAN SANKSI R

Pasal 7

| ~(1) Bag1 ~ kelembagaan ‘ UED/K SP Pendamplng

: Desa/ Kelurahan dan Koordinator dalam pelaksanaan - |
- tugas dllapangan yang d1n1la1 berprestas1 dlberlkan ‘
‘ -ﬂpenghargaan ‘ _ R

- (2) Bagi- kelembagaan OMS Pendamplng Desa/Kelurahan
. :-dan Koordmator dalam pelaksanaan ‘tugas d11apangan',
G yang d1n11a1 berpresta31 dlberlkan penghargaan GRS
. (3) Bagi kelembagaan o UED/K SP, Pendampmg
EE *'7Desa/ Kelurahan dan Koordinator dalam pelaksanaan
- .tugas yang tldak sesuai dengan ketentuan dlkenal«
o \sank31 e : S

L (4) ,»Bag1 kelmbagaan OMS Pendamplng Desa/ Kelurahan dan

Koordinator. dalam pelaksanaan tugas yang tldak sesua1

S dengan ketentuan akan d1kena1 sankSI

"‘ffi‘;‘(S) Kr1ter1a untuk penetapan pemberlan penghargaan dan :
S pengenaan sanks1 sebaga1 ber1kut D .‘ o

a. Kelembagaan *UED/K SP, OMS,:‘: Pendamplng

Desa/ Kelurahan dan Koordlnator yang menjalankan

: - ‘program dengan baik berdasarkan penllalan pihak
e BPM PD dlberlkan penghargaan ; LR
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b. Kelembagaan UED/K-SP, OMS, Pendamping
Desa/Kelurahan dan Koordinator dalam pelaksanaan
tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka:

a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Pendamping Desa/Kelurahan dan Koordinator pada
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2012; dan

b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagi
Asisten Koordinator Staf Asisten Koordinator, Spesialis
Kredit Mikro dan Fasilitator Tingkat Kabupaten dan
Tingkat Desa pada Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Bengkalis Serta
Besaran Bantuan Tunjangan Penghasilan Beban
Kerjanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

S —— Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Jamumari 2014

{BUPATI B

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Jamuari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

f—

H. BURHANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 08




